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RINGKASAN

Kenyataan menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat
Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penduduk daerah pedesaan dengan segala
kekurangan dan kelebihannya adalah suatu modal dasar bagi pembangunan
nasional yang tengah giat-giatnya digalakkan. Apabila dapat dibina dengan baik,
mereka merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan
di segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perhatian yang besar perlu
diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui
peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat,

Keserasian antara ketentraman dengan ketertiban mempermudah
tercapainya suatu kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan,
kepala desa dapat membina kedamaian : artinya, tidak ada suatu kekangan
terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan tujuan hukum,
yang dicapai melalui kepastian hukum. Dengan demikian, salah satu fungsi kepala
desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan
memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim
perdamaian desa.

penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa
ini dilakukan setelah tidak tercapainya suatu kata sepakat ketika diadakan
musyawarah oleh para ahli waris secara kekeluargaan. Setelah tidak tercapainya
kata sepakat tersebul maka para ahli waris tersebut mengadukan masalah tersebut
kepada kepala desa setempat. Pada kenyataannya penyelesaian sengketa warisan
dalam masyarakat peranan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian Desa sangat
besar. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak
mengambil keputusan sendiri tapi bersama para tokoh masyarakat, para kerawat
desa atau pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui
riwayat dari para ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari
pewaris agar keputusan yang diambil tidak dapat ditaati oleh para pihak dan tidak
melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.
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Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang pertama
adalah bagaiman kedudukan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris
antara ahli waris, dan yang kedua adalah bagaimana kekuatan hukum keputusan
Kepala Desa yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah pendekatan
hukum normative, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan hukum
secara konseptual.Yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang

Fakta dari skripsi ini adalah persengketaan mengenai pembagian harta
warisan antara Muslikh dan Kholifah. Sengketa ini berawal dari meninggal
dunianya Arsatun pada tahun 2006. Arsatun ini meninggalkan sebuah rumah dan
tanah dengan luas 500 m2 yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember.

Pihak keluarga besar Arsatun dalam hal ini diwakili oleh Muslikh
mempersoalkan kepemilikan rumah dan tanah sawah yang sejak meninggalnya
Arsatun dikuasai oleh janda Arsatun yaitu Kholifah. Mereka berpendapat bahwa
harta peninggalan Arsatun harusnya dikembalikan kepada mereka selaku ahli
waris yang sah terutama rumah yang ditempati Kholifah. Sedangkan pihak
Kholifah berpendapat bahwa dia sebagai istri sah dari Arsatun adalah ahli waris
yang sah dari semua peninggalan almarhum Arsatun.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyataan menunjukkan bahwa bagian besar warga masyarakat
Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penduduk daerah pedesaan dengan segala
kekurangan dan kelebihannya adalah suatu modal dasar bagi pembangunan
nasional. Apabila dapat dibina dengan baik, mereka merupakan tenaga kerja yang
efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan
masyarakat. Oleh sebab itu perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan
pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan
swadaya masyarakat.(Soekanto,1986:1)

Dalam rangka pembangunan daerah pedesaan itu, tak kalah pentingnya
adalah peranan kepala desa, Kepala desa inilah yang selalu mengayomi dan selalu
menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Selain bertanggung jawab
terhadap wrusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa
juga selalu berusaha menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong
warganya.

Dalam kehidupan sehari-hari di desa maupun di kota sering kali terjadi
perselisihan yang menimbulkan persengketaan. Hal ini berkaitan erat dengan
salah satu sifat manusia sebagai pribadi seutuhnya yang saling mengutamakan
kepentingan sendiri dari pada kepentingan orang lain. Untuk itulah diperlukan
seorang kepala desa untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di dalam
masyarakat desa yang dipimpinnya.

Keserasian antara ketentraman dengan ketertiban mempermudah
tercapainya suatu kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan,
kepala-kepala desa dapat membina kedamaian : artinya, tidak ada suatu kekangan
terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut sebenamya merupakan tujuan hukum,
yang dicapai melalui kepastian hukum. Dengan demikian, salah satu fungsi kepala
desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan
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memperbaharui masyarakat (desa) atau yang biasa disebut sebagai hakim
perdamaian desa.

Hakim Perdamaian Desa ini berhak untuk memeriksa berbagai perkara
yang menurut hukum adat termasuk dalam yurisdiksinya, salah satunya adalah
dalam penyelesaian sengketa waris antar warga desa. Dalam sengketa warisan
seperti halnya dalam sengketa perdata lainnya umumnya terdapat individu yang
merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Jika pihak
yang merasa dirugikan itu menginginkan agar haknya kembali, maka hal ini
tergantung atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, Warga desa tidak dapat dipaksa
untuk mengajukan sengketa pada hakim desa, warga desa bebas untuk memilih
dan bahkan untuk mengajukan perkara kepada hakim pengadilan umum,
walaupun perkara tersebut telah diadili oleh hakim perdamaian desa.

Biasanya penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh seorang
Kepala Desa ini dilakukan setelah tidak tercapainya suatu kata sepakat ketika
diadakan musyawarah oleh para ahli waris secara kekeluargaan. Setelah tidak
tercapainya kata sepakat tersebut maka para ahli waris tersebut mengadukan
masalah tersebut kepada kepala desa setempat.

Dalam praktek-prakiek penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat
peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa sangat besar. Dalam
penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil
keputusan sendiri tapi bersama para tokoh masyarakat, kerawat desa atau pamong
desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari para
ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar
keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari
adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut
dalam bentuk skripsi dengan judul “ KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
KEPALA DESA SELAKU HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER “.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas

maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris
antar ahli waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember 7

2. Bagaimana kekuatan hukum keputusan Kepala Desa yang dihasilkan dalam
penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember 7

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai
kedudukan dan kekuvatan hukum keputusan Kepala Desa dalam penyelesaian
sengketa waris yang terjadi di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember.

1.4 Tujuan Penulisan

1.  Untuk mengetahui kedudukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa
waris antar ahli waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember.

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum keputusan Kepala Desa yang
dihasilkan dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Mayang Kecamatan
Mayang Kabupaten Jember.

1.5 Metodologi

Dalam penulisan skripsi diperlukan suatu metodologi sebagai unsur utama
untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang
benar serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga akan
menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang
dipergunakan adalah sebagai berikut:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
metode penelitian normatif. Pendekatan dalam metode penelitian Hukum normatif
dalam penyusunan skripsi ini menurut Marzuki (2005:91), adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-
Undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah
konsistensi dengan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang
lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara
regulasi dan Undang Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen
untuk memecahkan isu yang dihadapi.(Mazuki, 2005:94)

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin didalam Ilmu Hukum, penulis akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. Pemahaman
akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi
penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
vang dihadapi.(Marzuki, 2005:137)

1.5.2 Sumber Bahan Hukom

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan masalah vang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat
menunjang skripsi ini. Macam data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan atau putusan-putusan Hakim (Marzuki, 2005:141). Dalam
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pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-
undangan tentang pemerintahan desa pada khususnya dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini.
Sumber bahan hukum Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan
Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 tentang Desa.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan
komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini bahan hukum diperoleh dari
literatur yang menunjang untuk membahas permasalahan serta media elektronik
(Marzuki, 2005:206-207).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan
adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip,
mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang beraitan dengan
penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analissa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa
secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisa kasus
hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22).
Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas suatu isu hukum mengenai fakta yang
telah terjadi.Untuk memperoleh hasil yang baik maka dalam penulisan ini
menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni metode penarikan
kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan
yang bersifat khusus.
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UNIVERSTIAS Sonmey

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Desa Mayang merupakan bagian Wilayah Kecamatan Mayang vang
termasuk dalam Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Dari data keterangan yang didapat di lapangan, dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat di Desa Mayang seperti juga kehidupan masyarakat desa pada
umumnya, sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan sebagai akibat
perbedaan kepentingan diantara anggota masyarakat. Banyak hal yang
menyebabkan timbulnya persengketaan di dalam masyarakat di Desa Mayang,
sebagian diantaranya adalah mengenai persoalan warisan.

Jumlah penduduk Desa Mayang adalah 7914 jiwa,wilayah Mayang
terbagi atas 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan 1 2437 penduduk, terdiri dari 1186 penduduk laki-laki dan
1251 penduduk perempuan.

2. Dusun Tegal Gusi : 3235 penduduk, terdiri dari 1356 penduduk laki-laki dan
1879 penduduk perempuan.

3. Dusun Klayu : 2242 penduduk, terdiri dari 1010 penduduk laki-laki dan
1232 penduduk perempuan.

Sengketa itu berawal dari meninggalnya Arsatun pada tahun 2006.
Arsatun ini meninggalkan sebuah rumah dan tanah sawah dengan luas 500 m’
yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Arsatun pada saat pernikahan dengan Kholifah, Hingga dia meninggal
dia tidak mempunyai keturunan. Permasalahan warisan ini mulai muncul sejak
Arsatun meninggal dunia.
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2.2 Dasar Huokuam

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini

adalah yang berkaitan erat dengan masalah kepala desa sebagai hakim perdamaian
desa:
a. UUD 1945

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system
pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah-dacrah yang
bersifat istimewa.

b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan

d.

sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan dan acara
pengadilan-pengadilan sipil.

Pengadilan adat (“inheemsche rechtspraak in rechtsrecks bestuurd
gebied”), akan dihapus secara berangsur-angsur, Akan tetapi hak dan
kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa
tidaklah dikurangi.

Rechterlifk Organisatie (RO), pasal 3a bahwa :

(1) Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan
hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili
oleh hakim tersebut.

(2) Ketentuan ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang
berperkara untuk setiap waktu mengajukan kepada hakim-hakim
yang dimadsud (hakim yang lebih tinggi).

(3) Hakim-hakim yang dimadsud dalam ayat 1 mengadili perkara
menurut huku adat: mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4587 )

Pasal 208

(1) Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
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Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. ( Lembaran Negara
158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4587)
Pasal 14

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa mempunyai wewenang :

a.

b.
c.

U e 0

Pasal 15

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Mengajukan rancangan peraturan desa.

Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa
mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama
BPD.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina perekonomian desa.

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a.

oD o

&

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
Melaksanakan kehidupan demokrasi;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menjalin  hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja
pemerintahan desa;

Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan:
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h. Menyelenggarakan administrasi pemerinlahan desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengolahan
keuangan desa;
Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial
budaya dan adat istiadat;
Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;dan
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui Camat |(satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali
dalam satu tahun dalam musyawarah PBD.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat secbagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat
desa, radio komunitas atan media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati/Walikota  sebagai  dasar  melakukan  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan
lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat dan Kepala BPD.

SRl

°p

f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006. (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6)
Pasal 6
(1) Kepala Desa mempunyai ftugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa mempunyai wewenang !
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a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

¢. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat desa.

f. Membina perekonomian desa.

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

1. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. memegang feguh dan mengamalkan Pancasila, melaksankan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mepertahankan dan memelihara keutuhan WNegara
kesatuan Republik Indonesia;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
melaksanakan kehidupan demokrasi;
melaksanakan prisip tata pemerintahan desa yang bersih dan
bebas dari KKN;

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja

pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan desa;

melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris

Pemerintah Desa;

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial
budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

0. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

e o

™

e

e—
.
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(2) Selain mempunyai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat
1 (satu) kali dalam | (satu) tahun.

(4) Laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali
dalam | (satu) tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa selebaran yang
ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara
lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media
lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
Bupati melalui Camat dan Ketua BPD.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Desa
2.3.1.1 Pengertian Desa
Menurut  Hazairin, masyarakat hukum adat merupakan, (
Sockanto,1986:11).

“...kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-
kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan
hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan
hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota™.

Apabila masyarakat hukum adat seperti diatas ditelaah secara seksama,

masing-masing mempunyai dasar dan bentuk, Menurut Soepomo (1993:51) vaitu:

“...masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan

menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian keturunan
(genealogi) dan yang menurut lingkungan daerah (teritorial)”.

Pengertian Desa menurut pasal | angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72

tahun 2005 tentang Desa, adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain,
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selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KartohadiKusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat
suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Selain itu
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa,
dalam pasal 1 ayat 8, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang Desa adalah:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
2. Urusan pemerintahan vang sudah ada berdasarkan hak asal
usul desa;
3. Uurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
4.Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemernintah Kabupaten/Kota; dan
5. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan
diserahkan kepada desa.
2.3.1.2 Pengertian Kepala Desa
Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa.
Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. la adalah
pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia
menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam
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melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat
menuruti keinginannya sendiri (Surianingrat,1992:81).

Wewenang Kepala Desa dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 tahun 2005 adalah :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

¢. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan

bersama BPD.

membina kehidupan masyarakat desa;

membina perekonomian desa;

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

FER e

Dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun
2006 tentang Desa, Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun
boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan secbagai Ketua atau
Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota
DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan
Pemilihan Kepala Daerah. Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan

Istilah Lurah sering kali rancu dengan jabatan Kepala Desa, memang di
Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan
istilah Lurah, namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia sebuah kelurahan
dipimpin oleh Lurah, sedangkan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja
keduanya berbeda karena Lurah bertanggung jawab kepada Camat.Tugas Lurah
adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat
sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan
pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2.3.2 Pemerintahan Desa
2.3.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa tersusun di dalam suatu organisasi. Organisasi itu
haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan mengingat kenyataan
bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah
pemuka masyarakat juga amat terbatas.

Pemerintahan desa yang ada pada masa sekarang ini merupakan warisan
undang-undang kolonial yang mengatur pemerintahan desa yaitu Inlandsche
Gemeente Ordonnantie atau 1GO (Stbi. 1906 No.83) yang berlaku untuk orang
jawa dan madura, serta Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten atau
IGOB (Stbi. 1938 No.490 jo Stbl.1938 No.681) untuk di luar Jawa dan Madura.

Pemerintahan desa mempunyai dua arti yaitu dalam arti yang sempit dan
dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit pemerintahan desa dapat diartikan
sebagai seorang kepala desa saja sedangkan dalam arti luas pemerintah desa
terdiri dari kepala desa dan para pembantunya (Surianingrat, 1992:83).

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang
Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
MNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa menurut pasal 202 Undang-
Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu :

(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan.
Sedangkan menurut pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2005 Pemerintahan Desa terdin dari atas:
(1) sekretaris desa;

(2) pelaksana teknis lapangan;
(3) unsur kewilayahan.
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Jumlah Perangkat Desa dalam suatu desa disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Kepala desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin
pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan
merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,
Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman
dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakal sebagai
sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Maka penggolongan wewenang dan
tugas kepala desa dapat berbentuk tugas urusan desa dan tugas urusan
pemerintahan umum (pusat).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Hak dan kewajiban
kepala desa :
Pasal 14
(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa mempun}rm wewenang :
j. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD;
k. mengajukan rancangan peraturan desa;
|. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
_menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
membina kehidupan masyarakat desa;
. membina perekonomian desa;
. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan
r. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

B

2w e P
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Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Melaksanakan kehidupan demokrasi;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan baik;

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

lL Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengolahan keuangan
desa;

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan

adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan;

0. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup;

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1(satu) kali
dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam
musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara
lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radioc komunitas atau
media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat

mean
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2.3.2.3 Organisasi Pemerintah Desa

Dalam pasal | angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
dijelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Susunan organisasi Pemerintahan Desa dalam pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2006 adalah :

(1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

(2) Pemerintah Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kepala desa
dan perangkat Desa.

(3) Perangkat Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari sekretaris
Desa dan perangkat Desa lainnya.

(4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat
terdiri atas:

(5) unsur pelaksana teknis; dan/atau

(6) unsur pembantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja pemerintah desa.

(7) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan desa.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan
adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan
Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujutan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari
Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh
atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam)
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tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
72 tahun 2005 ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2.3.3 Hakim Perdamaian Desa
2.3.3.1 Pengertian Hakim Perdamaian Desa

Hakim Perdamaian Desa adalah seorang Kepala Desa yang bertugas
memelihara hidup didalam persekutuan, menjaga upaya hukum itu berjalan
dengan selayaknya. Aktifitet kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan
masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala
hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan. Bukan saja ia
menyelenggarakan keperluan-keperluan ramah tangga persekutua, seperti urusan-
urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang
dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya. Melainkan kepala rakyat
bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan,
soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.dengan pendek kata, tidak ada satu
lapangan pergaulan hidup dalam persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat
untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memeliharaketentraman,
kedamaian keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakan
hukum.(Soekanto,1986:39-40).

Penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin di pedesaan di
Indonesia telah sekian lama berjalan dengan buruk. Mekanisme penyelesaian
masalah secara informal (musyawarah, pemerintah desa atau lembaga adat)
menghadapi kendala budaya hirarki dan ketimpangan struktur kekuatan di tingkat
lokal, Lembaga hukum formal — polisi, jaksa dan Pengadilan terhadap kekuasaan
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dan terasing dari masyarakat. Akibatnya, orang miskin di desa lebih suka
menekan masalah dan rasa ketidakadilan yang dialami daripada berupaya
memperbaiki situasi, Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, tekanan ketidakadilan
itu justru kerap kali muncul dalam bentuk tindak kekerasan dan aksi main hakim
sendiri. Lemahnya penegakan hukum membuatl situasi tersebut masih terus
berlanjut sekaligus berkontribusi pada meningkatnya rasa tidak aman yang
mengendurkan legitimasi politik pemerintah yang berkuasa. Masih banyak catatan
dan laporan yang dibuat mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

2.3.3.2 Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa

Dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa
bertugas memelihara hukum yang hidup di masyarakat desanya, menjaga supaya
hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi
seluruh masyarakat, bukan hanya memelihara keperluan-keperluan rumah tangga
desa, melainkan kepala desa juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada
dalam masyarakatnya seperti masalah perkawinan, warisan dan sebagainya,
dengan kata lain tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di desa yang tertutup
bagi kepala desa untuk ikut campur untuk memelihara ketentraman, kedamaian,
keseimbangan lahir batin dan menegakkan hukum. Peranan seorang Kepala Desa
sebagai hakim perdamaian desa, digambarkan oleh Soepomo, sebagai berikut
(Soekanto. 1 986:40):

*Kepala rakyatl bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan,

menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala

sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan

para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung

mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara
keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-
jalan desa, pawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang
dikuasai oleh hak pertuanan desa dan sebagainya, melainkan kepala
rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal
perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim dan sebagainya,
dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam
badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur
bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian,
keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.”
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Dengan mengutip pendapat soepomo dan Hazairin, Bushar Muhammad

menyatakan, (Soekanto, 1986:40) bahwa:

“...penguasa adat adalah mercka yang mempunyai kewibawaan dan

berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu,.....”.

Kepala desa dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa
khususnya dalam penyelesaian perkara warisan dituntut harus mampu membuat
keadilan yang bersumber pada ketertiban dan perdamaian, agar ketertiban dan
perdamaian dapat dipulihkan seperti semula. Keadilan yang bersumber pada
ketertiban adalah keadilan yang sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan
yang berlaku.

Dalam peradilan adat, kepala desa memperlakukan hukum adat baik
material maupun formal. Mereka tidak terikat sesuatu peraturan undang-undang
dalam melaksanakan peradilan. Cara melaksanakan peradilan ialah dengan
musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan ketanggaan.
Persidangan yang dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan
untuk mencari jalan penyelesaian yang sepakat, seia sekata karena saling
pengertian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui
bersama. maka itulah keputusannya.(Sudiyat, 1981:145)

Sehingga seorang Kepala Desa dalam tugasnya sebagai hakim
perdamaian desa khususnya dalam penyelesaian sengketa warisan dituntut bukan
hanya mengikuti hukum yang telah ada, tetapi harus dapat menemukan hukum
dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Karena suatu keputusan kepala
desa mengenai sengketa warisan di wilayah lain belum dapat dipergunakan di
wilayahnya.
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1.

BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

kedudukan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris di Desa
Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah berusaha uniuk
mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat
vang dihadiri oleh para pihak dan berusaha agar musvawarah tersebut
menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak
yang bersengketa sehingga kerukunan yang ada di dalam masyarakat tetap
terjaga.

Kekuatan hukum keputusan kepala desa dalam penyelesaian sengketa
waris di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah
bersumber pada Hukum adat yang berlaku pada wilayah desa mayang,
yang mana seorang kepala desa menjatuhkan keputusan yang merupakan
perdaimaan, selama keputusan tersebut dapat diterima oleh masing-
masing pihak dan memenuhi rasa keadilan dari masing-masing pihak.
Karena dalam keputusan seorang kepala desa selaku hakim perdamaian
desa ini suatu keputusan harus bersumber pada keadilan yang nyata bukan

keadilan yang normative.

156
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4.2 Saran
Saran yang penulis dapat berikan adalah :

1. Perlu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama
masyarakat daerah pedesaan yang masih kurang pengetahuan tentang masalah
hukum terutama mengenai masalah warisan agar warga masyarakat dapat
mengetahui secara benar masalah-masalah tersebut sehingga tidak sering
terjadi persengketaan yang menyangkut masalah warisan.

2. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peranan kepala desa
sebagai hakim perdamaian desa maka perlu disusun suatu peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara khusus masalah hakim perdamaian
desa sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang tugas dan peranan seorang
kepala desa baik itu dalam masalah pemerintahan maupun masalah
kemasyarakatan.

3. Sering kali keputusan seorang kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris
tidak bersumber pada peraturan hukum tertulis maka diharapkan kepada kepala
desa untuk lebih menggali aturan-aturan hukum yang tidak tertulis (hukum
adat) yang hidup dalam masyarakat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR BACAAN

Buku :
Hadikusumo, Hilman 1981, Hukum Ketatanegaraan Adat. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Liberty.
Soekanto, Soerjono, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV Rajawali,.

........................ . 1986, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian
Desa. Jakarta: CV Rajawali.

Soepomo R, 1993, Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudiyat,Imam, 1981, Asas-asas Hukum Adat  Bekal  Pengantar,
Yogvakarta: Liberty.

Suryaningrat, Bayu, 1992, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan.
Jakarta: Rineka Cipta.

Widyaprakoso, Simanhadi, Dkk, 1998, Pedoman Penulisan Karya llmiah Jember.
Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Daftar Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
(Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa.(

Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Momor
Lampiran
Perihal

. Ijin Penelitian v

DEPARTEMEN PENDIDIKAN-NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

I, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos @ Jember 68121
B0ty Uindet 30482 Fax, 3208}

: 632/J25.1.1/PP.9/ 2007 Jember, 15 Pebruari 2007

Yth, KEPALA DESA MAYANG KABUPATEN JEMBER
di -
JEMBER

L
#

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara scorang mahasiswa :

Nama : DADIK SUDARMAJI

NIM SAO0T IO 1SS

Program va 1 Hmu Hukom

Alamat - J1. Astapoera [ No. 12 Mayang Jember
Keperluan  : Penehitian Tentang Masalah

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA SELAKU
HAKIM  PERDAMAIAN DESA DALAM  PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI DESA MAYANG KECAMATAN MAYANG
KABUPATI'N JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasibh.

a.n. Dekan

g

=\ ?-::{: 1 r}ro, SH,MS.

WIRS131 120 332

Tembuasan Kepada Yth
o Ketua Hagmn/Jurusan Hukum Tata Negarn



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

P Wiacs o A TUPARET  JS0D 43
Al AT MAYATIG
WL MAYANG
JALAI WATJL Y o 11027 MAYANG A182

SURAT XSTERANGAN
o; |48 /.23 !5#1.55/2l'1ﬁ1.'.

vaneg hertanda tansun iitawah ind KFeval n2sa Mayang Fecamatan

rayar ¥a hupaten Jewher,

renerinekan denpan dahenarnyd hahwa - o

" i [ «DAULE SEDARMAJY

Jenis Welamin Yoy 3

merpat / Pel.lahiv

oW TR negaraan sIndone==ia

AP mooa =1 ot Lo m

Pelai j aan sMabiirti nwa Fakultas tukum RN Jemher
Ala mat sJ).nsteoura IT/12 Mayanr.,

Mrang tersebut diatss hetul -betul penduiduk nNDesa Mayaneg Yeca-
matan  Mayang Kabupaten Jerher,yvang sampai aaat ini maaih heriowisili
di alasat tersebut dan benar-henar telah wmen dakan penelitian di Desa
Mavangz tentang Hak dan Yewenangan Fepala Ne=i dalam pelaksanaan undans
undine  otonowi daerah 1o; 27 Tahun 2004 .,

vemikian surat keterin-an ini dibuat doanean sebhenarpyn dom li-

nerrrnakan sebagaimana westinva

Mshruari 2907
N=3a



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEMERINTAH KEBUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG

DESA MAYANG
Jalan Tanjungsari No 7, Mayang 68182

__m='===—‘———=‘f'm
SURAT KEPUTUSAN:
Nomor : 332.5 /52 /300.302.01 / 2006

Tentang
Penyelesaian sengketa waris antara Arsatun dan Kholifah

e

Memutuskan : .
I. Harta peninggalan almarhum Arsatun yang bérupa rumah yang merupakan

harta asal dari almarhum yang seharusnya dikembalikan kepada ahli waris
almarhum yang dalam hal ini adalah keluarga besarnya, tetap ditempati oleh
Kholifah. Tapi dalam hal ini Kholifah hanya berhak menggunakan saja tanpa
memiliki hak untuk melakukan transaksi atas rumah peninggalan tersebut.
Kepemilikan atas rumah fersebut berada di tangan keluarga besar Arsatun.
Pihak Kholifah harus meninggalkan rumah tersebut jika kelak pada suatu hari
dirinya menikgah dengan laki-laki lain |
3. Untuk harta peninggalan yang berupa tanah sawah scluas 500 m? yang
merupakan harga gono gini diputuskan dijual untuk memudahkan
pembagiannya. Karena uatuk harga peninggalan yang berupa tanah sawah ini
masing-masing pihak memiliki hnk yang sama. Tapi dalam pembagiannya
pihak keluarga besar almarhum memperoleh bagian yang lebih banyak karena
sebagai kompensasi dari ijin yang mereka berikan kepada Mmﬁaﬂﬁ untuk

[ )

menermpati rumah warisan dari almarhum. :
4. Untuk masalah ntang dari almarhum, biaya pemakanan dan biaya lain-lzinnya
akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan menggunakan hasil

penjualan dari tanah sawah.
Demikian surat keputusan kepala desa ini dibuat untuk dipatuhi oleh

masing-masing pihak.
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

L

1L

Nama : Muslikh ;

Tanggal lahir  : 16 Apil 1956 A

Jenis kelamin  : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : RT 03 RW 04 Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember e

Pekerjaan : Petan ;

Nama : Kholifah

Tanggal lahir : 30 Desember 1959

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : RT 04 KW 03 Desa Mayang Kecamatan Mayang

Kabupalen Jember

Pekerjaan : Wiraswasta

Kedua belah pihak menyatakan bahwa @
Telah menerima tata cara tentang pembagian harta warisan dari almarhum
Arsatun dan tidak akan mempersoa'kan lagi tentang pembagian harta warisan

tersebut.
Harta warisan tersebut berupa scbuah rumah dan tanah sawah dengan luas 500

m” yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Ma}rm.lg Kabupaten Jember,

Harta peninggalan almarhum Arsatun yang berupa rumah tetap ditempati oleh
Kholifah, Tapi Kholifah hanya berhak maﬁggumknn saja tanpa boleh menjual
kepada pihak lain, Kepemilikan atas rumah tersebut berada di tangan keluarga
besar Arsaun, .

+. Harta peninggalan yang berupa tanah sawah seluas 500m’ yang merupakan harta

gono-gini diputuskan dijual. Tapi dalam pembagiannya bagian dari pihak
keluarga besar almarhum memperoleh bagian yang lebih hanyhk karena scbagai
kompensasi dari ijin yang mereka berikan kepada Kholifah untuk menempati

rumah warisan dan almarhum.
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Pernyataan ini kanii buat tanpi adunya paksaan dari pihak manapun dan tanpa ada
rasa terpaksa untk melakukannya. 1%
Demikian pemyataan ini kiumi buat dengan sebenar-benamya dan tanpa
udunya paksaan dari siapapun jugi. Dun dengan adanya sural pernyataan bersama ini
kumi mengharapkan agar kelak kemudian hari tidak a]ca_:j- terjadi persengketaan lagi.

Mayang, 10 Juli 2006

Piha'« I Muslikh
Pihak II Kholifah
Saksil  Abdullah

Saksi II ‘Cahyono Widji
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POLR! WILAYAH BESUKI
RESOR JEMBER
SEKTOR ARJASA
Supriyadi No.101 Arjasa-68151

SALINAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBLER
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I —
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PEMERINTAH Kﬂ&ﬁ‘ RATEN JEMBER
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PERATURAN lﬁ.“’“fﬂ“:\f,'?'?ﬁf* ': HIRATEN IEMEBER

OOV & RSN 206G =

T.‘::‘J 11”. Wi

PEMERIGTAMAN DESA
DENGAN RAHMAT TUFHAM YANG MAMA ESA

BUPATI JEMBER,

bang : &a. bahwa aqalam rangka penyeleronaraan urisan nemerintalian dons
termasuk pembinaan ketentteman dan ketertiban agar berdaya o
dan berhasil guna diperiukar aparatut desa yang mamou mengemuaail
tugas dan kewajlban sebagai penyelenggara dan penanggung jowab i
bidang pemerintahan, pembangunan dan Kkemasvarakatan serta
pengayoman kepacia masyarakat;

b. bahwa dalam upava menampurg dan menyalurkan aspirasi masyarapst
- serta mewujudkan hubungan Hng Rarmaonis aﬂta:' pefyaimigirs

pemerintzhan desi diperiukan panuinan enyeienggrraan pemeiine
desa;

C. bahwa untuk melais ,q.:ru-. win Rargtures Uemerintah NMomor 7 Tl
2005 r‘l‘!ﬁ;D{“‘ "|J|"a|'-LL.._:,n... ..... g 8 T o e o M .r_..||

d, bahwa Lurocasarkan palinbanga: f‘ﬂ"\ar'a".ir'mr:a dirparsud calanmt e
a, huruf b aan bueid o parly gpeocboncul Paraluren Daeral tentin
Pemerintahan Desa.

ngat : 1. Undang- Undang Momor i2 tahun 1850 tentang Pernbentukan Dzerai-
Paerah Kabupaten daam Unghungan  Propinsi Jawa Timur
Negara RI Tanun 195C Nomor 41);

2. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokal:
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomci 36G¢ ",'
sebagafr‘nana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 43 Tahi
1999 (Lembeian, Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomior ii.";_.
Tambahan Lembaran e gara Republiic Indonesia Momor 3390:

3. Undang-'Jndang Momor 10 Tohun 2004 tontang Pembentulan Perakuran
Perundang-undangin {Leiwmbaran Megara Republik Indonesia Tabus 2000
Nomor 53, Tambaiiar. Lembaren MNecavd Reoublic Indonesiy oo,
4389);

e [ e R i i e e L B e o e R e P e e Tt Ao b
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Tambahan Lembaran Negara Republik indoresia Momor  445/)
sebagaimana telah diubah denaan Peraturer Pemerintah Tongganti
Undang-Undang Nomor 3 Tzhun 2005 (Lembaran Negara [epulilik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkzn dengan Undang-Undang
Nomer 8 Tathwun 2005 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Momor
4548); -

. Undang-Undang Nomuor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangar

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4438 );

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158);

7. Peraturan Daeral Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tenlang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembar (Lembaran Uaera!
Kabupaten Jember Tahun 2000 Nemor 16 Seri ©).

Dengan Persetujuan BSersama

DEWAN PERWAICILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

pkan :

y dan
BLHPATI JEMBER

MEMUTUSKAN ;

PERATURARM DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMERINTAHAN
DESA.

BAE 1
KETENTUAN BMUM
fPasal 1

Dalam Peraturan Daerah Il yang dintaksud dengar @

1.

S D

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Daerah sebagai unsw
penyelenggara Pemerintahar Daerah.

Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daeral-i_?_ﬁarah Sekretaris Daaraly Kabuvales Jember.

Dewan Perwaxilan Rakyat Daerah vang selanjutiiva disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember,

Pemerintahan Daerah adaiah Penyelenagaraan uiusan Zemerintaling ol
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Ctonomi  dar Lt

pembantuan dengan prinsip olodomi seluas-luasnyva dalam sisterm dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia schagaimana  dimalesud
calam Vindano: UindAdsaoom Daeae Tderoee T esig Tl Tia sl oo ooy M o0 3t i,
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7. Kecamatan adalah Wilayah kerjo Camat beserta Peranghkat lainnya yand
menyelenggarakan kewenangan Bupati wyang dilimpahkan kepada
Kecamatan.

§. Desa adalah kesatuan masyaraiat hukum yang memiliki batas-balas
wilayah yang berwenang untuk mengatur den mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat s=tempat
vang diakui dan dihormati dalem sistem Pemerintahan Negara = @b
Republik Indonesia. i

9. Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan pemerintahon ol 1
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengntur fan
mengurus kepentingan masyarakat setempat nerdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang ciakui dun dibcnnati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Pepublik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Dasa dan Parongicet Desa sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnys disebut BRI aclalah
lembaga yang merupakar perwujudan demokrasi dalam penyelu gyaic
pemerintahan desa sebagal unsu penyelenngars prmerintahar des.

12. Lembaga Kemasyarakatan adaleh lembaga ‘Yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan dan rierupakan mitra pemerintah tesa
dalam memberdayakan masyaralkat.

13. Dana perimbangan adalah pengertlan sebagalmana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Farimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diaiokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari baglan dana perirthanaan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahiinan peinerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

16. Peraturan Cesa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersaima Kepala Desa.

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidilkan dan
»pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan i AN
avaluasl pelaksanaan penyelenggarnan pemerintahan desa.

18. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atad i
dalam wilayah desa-desa yang telah aca.

BAB 71
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 2

(1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa rlmsa atau
baglun desa yang bersandingan, atau pemeckaran dari satu desa menjadi
dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluai clesa yang telah aca.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-
undanaarn,

BAB III
PERUBAHAN STATUS DESA
Pasal 2

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan
memperhatikan saran dan pencdapat masyarakat setempat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IV

HAK DAN WEWENANG DESA
Pazal 4

Kewenangan Desa merncakup :

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dess :

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang
diserahkan pengaturannya kepada desa :

C. tugas pembantuan darl oemerintah, pemerintah  propinsl  dan
pemerintah kabupaten : dan

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundanng-
undangan diserahkan kepada desa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Daerah tersendirl yang berpedomah pada Peraturan Perundang-

undangan.

GAB Y
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

ke Paszal 5

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan 8PD.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala
Desa dan Perangkat Desa,

Perangkat Desa szbagaimana dirmnaksuc pada avat (2) terdiri dari
Sekretarls Desa dan{-r-'crangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
terdiri atas :

a. unsur pelaksana teknis; dari/atau

b. unsur pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintah Jnsa

Jumiah Perangkat Desa sebagalmana clmaksud pada ayat (3),
disesualkan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budava masvaralkat

ALy A ST e
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(6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan cesa.

BAL VI
KERPALA DESA

Saaian Fenaniy
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hal Kepala Desa
Pasz! &

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam meleksanakan tugas sebagaimuna dirmaxsud pada ayat (1), Kepala
Desa mempunyai wewenang:

.

*

1D

T o

memimpin  nenyelenggarzan  pemerintahan  desa  berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

mengajukan rancangan peraturan desa;

menetapkan peraturan cosa yang telah mendapat porsetujuan
bersama BPD;

menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa moengena: APH
Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama EPD;

membina kehidupan masyarakat cesa;
membina perekonomian desz;
mengkoordinasikan pembangunan desz secara partlsipatif;

mewaklll desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakllinya sesual dengan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenanq lain sesuai dengan peraturan . o uin g
undangan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
.Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

P on o

-

memegang teguin dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
uUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negai: 'osoiuan
Rep-blik Indonesia;

meningkatkan kesejehteraan masyarakat;
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
melaksanakun kehidupan demokrasi;

melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
darl KKN;

menjalin hubungan kerja dengan seluruiy mitra kerja pemerintahan
gesa;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Kepala Desa dilarang ¢

a.
b.

B

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undancan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahanr desa;

. melaksanakan dan mempertanggungjawabken pangelolaan keuangii
desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangjan desa;

k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang invencaris Pemerintal
Desuy;

I. mendamaikan persclisihan masyarakat di desa;

m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

n. membina, mengavomi dan melestadkan nia-nilai sosial budayva dan
adat istiadat;

o. memberdayakan masyarakat can kelermbagaan di desa; dan

p. mengembangkan potensi sumber daya aiarm dan melestarikan
lingkungan hidup.

Selain mempunyal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan [aporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepadea masyarakat,

Laporan penyelenggaraan pemerintahan cesa sebagaimana ke
pada ayat (2) disumpalkan kepada Bupati melalui Camat 1 (sotu) kil
dalam 1 (satu) tahun,

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPID sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dalam musyawarah BPD.

Menginformasikan laporan penyeienggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa
selebaran vyang ditempelkan pada papan  pengumuman atau
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan rnasyarakat desa,
radlo atau media lainnya.

Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) digunaxan oleh Bupal
sebagal dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
cdan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Laporan akhir Masa labatan Kepala Desa disampalkan kepada Bupati
melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian i{edun
Larangan Bagi i{opala Desa
Pasal 3

®

menjadi pengurus partai politik;

merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Angyota BPD, dan
lembaga kemasyarakatan di desa bersangkudtan;

merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;

terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan

y
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(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

membuat keputusan yang secara khusus memberi<an keuntungan bagi
diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu; :
merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga negara 2tau golorigan masyarakat i2in;
melakukan korupsi, kolusi, nepatisme, manerima uang, barang ran/atay
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan
yang akan dilakukannya;

melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negars,
dan/atau

menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian {epala Desa
Pasal 9

Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

¢. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :

a. berakhir masa jabatannya sctelah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelani 0 tau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

tidak laai memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
dinyatakan melanggar sumpah/ianjl jabatan;

tidak melaksanakan kewajiban Kepzala Desa;dan/atau
f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

© o0

Usul pemberhentian Kepala Cesa sebagaimana dgimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf o dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan
BPD kepada Bupali melai Camat, berdasarkan keputusan musyawarah .
BPD.

Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pava ayel (2)
huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupat
melalul Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri
oleh 2/3 (duapertiga) dari jumiah anggota BPD.

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) ditetankan dengan Keputusan Bupati paling lama 30
(tiga puluh) harl sejak usul diterima.

Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

]
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(1)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 10

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalul usular
BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila
terbukt! melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolch kekuatan hukum
tetap.

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati taapa melfalui usilan
BPD karena berstatus sebagai tersangke meiakikan tindak 0 nd
korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhada;
keamanan negara.

Pasal 11

Apablla Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kzpala Desa sampai dangan adanya putusan
pengadilan yang telah imemperoleh kekuatan huthum tetap.

Kepala Desa yang diberhentikan semantara sebagaimana dimaksud dalar,
Pasal 10 ayat (1) dan ayal (2), setelah melalul proses peradlian ternyals
rerbuktl tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
Bupati harus merehabilitasi dan/atau rmengaktitkan kembali Kepala Desa
yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Apabila Kepala Desa yang diberhentlkan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannyd, Bupatl hanya
merehabilitasl Kepala Desa yanq bersangkutan.

Poasal 12

Tindakan penyelidikan dan  penyidikan terhaclap  Kepala Dasi,

dijaksanekan setelah adanya persctujuan tertu'is dari Bupatl,

Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagzimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. tertangkap tangan melakuxan tindak pidana kejahatan; dan/atau

b. diduga telah melakukan tindax pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.

Tindakan penyldikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibe ~ heen

secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupatl paling lama 3 (tign)

hari.

Pasal 13

Kepala Desa yang tidal: capat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
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atas usul Camat dengan rnemperhatikan aspirasi yang berkembang di
masyarakat setempat,

(2) Pengangkaton Penjaba! sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilizan Kepai L w50t
lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkarinya ¥eputusan
Rupati.

Pasal 14 ~

(1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sinil vang oerhenti atau diberhentikan
oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.

(2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelan diadakan peeirikeaan
secara seksama oleh Badan Pengawas Kabupaten disarankan kepada
instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagal
Kepala Desa.

Pasal 15

Kenala Desa yang diangkat menjadi Pegawal Negerl Sipil diberlakukan

ketentuan ,

a. dapat meneruskan ss=bagal Kepala Desa sepanjang Instansl Induknya
memberikan izin ; atau

b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagal Pegawal Negerl
Sipll, sesuai kehendaknya.

Bagian I(ue:ﬁpat
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Pasal 16

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapian dangan Kepiiti=an Rupati
atas usul Camat. ;

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) adalah
Sekretarls Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjulk olah
Pejabat yang berwenang.

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulal tanggal pelantikannya.

(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati,

-

Pasal L7

Hak, wewenang da;'i kewvajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan
hak, wewenang dan kewajiban Kepale Desa sebagaimana diriaksud dalam
Peraturan Daerah ini.
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BaB V1K
PERANGHAT DESA
Pasal 18

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksuc. dalam Pasai 5 ayat (3) bertugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyd.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

_

Paszl 19

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2" diisi darl
Pegawai Negeri Sipil yand memenuhi persyaratan, antara lain:
a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
h. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkanteran;
d

. rempounyal pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di
bidang perencanaan;
e. memahami soslal budaya masyaralat serempat; dan
¢ bersedia tincaal di desa yang bersangkutan.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimalsud padn ayat (1) rlinnakal oleh
Sekretarls Daerah atas nama Supati.
(3) Sekretaris Desa sebagalmana dimaksud pada avat (1) aan ayat (2) akan
diatur tersendiri oieh Bupatl.

Pasal 20

Perangkat Desa terdisi atas :

5. unsur staf, yaitu unsur peiayanan seperti sckretaris desa can kepala
urusan;

b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan antare i Lilsed
pamong tani desa dan urusan keamanan; dan

c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desq dl wilayah bagian desa
adalah Kepala Dusun.

Pasal 21

Dalarmn melaksanakan tugas dan kewaiibannya Perangkat Desa wallb bersikap
dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempetsulit  dalam
memberikan pelayanan ‘kepada masyarakat.

..
i

Pasal 22

(1) Perangkat Desa dapat diangkat olch Kepala Desa dari penduduk desa
yang memenuhl persyaratar.

F
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(2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa _-

Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia den taat kepada Paricasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalaiii .ol 0
mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya  Sekolaiy Lanjutan  Tingkat
Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat; '

€. Dberumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dén setinggi-
tingginya 60 (2nam puluh) tahun;

f. sehat Jasmani dan Rohani;

9. nyata-nyata lidak terganggu jiwa/inyatannya;

h. berkelakuan baik, jujur dar acil;

i.  tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak piansn;

J. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengachian vang

mempunyai kekuatan hukum tetap;
K. mengenal daerahnya den dikenal oleh masyarakat di Desa <:tempat;
. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; dan
m. terdaftar sebagal perduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang
bersangkutan sekurana-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut,
(3) Tata cara pengangkatan perangkat desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Masa javatan Perangkat Desa adalah 10 (sepuluin) tahun dan dapat diangkat
kemball untuk 1 (satu) kali masa jabatan,

Pasal 24

(1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Kepala

Desa karena :

a. meninggal dunia ;

b. mengajukan berhentl atas parmintazn sendir| :

L. tdak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;

d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat desa; atau

e. berakhir masa jabatannya dan setelah dilzntiknya pejabat vang baru.

(2) Mckanisme pemberhentian Kepaln Urusan ¢dan Kepala Dusun diatur leblh
lanjut dalam Peraturan Desa.
(3) Dalam hal jabaté;n Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala

Desa menunjuk seorang Penjabat (Pj) ‘dar unsur Perangkat Desa. dan

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus terisi secara definitif.
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BAB VIII
PEMILIHARN KEPALA Dis
Pasai 25

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya

masa jabatan kepala desy SeCara lertulis 6 (enam) bulan sebelym
berakhir masa jabatan,

(2) BPD memproses pemilitian Kepala Desa paling fama 4 (ernpat) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan kepala dz=sa.

Bagian Pertama
Persyaratan Calon Kepala Cesa
Pasal 26

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adaiah penduduk desa Warga

(2)

(3)

(4)

- |

Negara Republik Indonesia dengan svarat :
a. . bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

My matiz dan teat kapada Pancaciin Undana-kincdang Dasar 1 45 ¢l
aQara Kesatuon Iiepubll'h: Indcnésla; R, VARan s, don

€. tidak pernah teriibat langsung atau tiriak langsung dalam keglatan
yang mengkhianat! Pancusila can Undang-Undang Dasar 1945;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah  Lanjiitan Tinnkat
Pertama dan/atauy sederzjat;

e sakurang-hurangnya telah berusia 25 tahun;

f.  nyata-nyata tidak terganggqu Tva/lingatannye:

9. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan benvibawin:

h

tidak pernah dihukum ieares: meldkukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 (lime) tahun;

i, tidak cicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadiian yang
mempunyai kekuztan hukum tetap;

Jo penduduk desa satempat dan berternpat linggal paling sedikit &
(enam) bulan berturut-turut;

K. mengenal daerahnya dan dikenal oleh Mmasyarakat di Desa setempat;

l.  bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa: dan

M. belum pernah menjabat sebagali Kepala Desa paling lama 10

(sepuluh) tahun atau 2 (dua) kaii masa jabatan.
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sepagai Kepala Desa selain
harus memiliki persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus mefnillk
surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk ftu.
Pegawai Negeri Sipil vang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa
dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama
menjadi Kepala (esa tanpa kehilangan slatusnya sebagai Peqawal Megeri
Sipil.
Gaji dan penaghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawal Negen Sipl
yang dipilih dan / atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan
oleh Instans! induk dan tetap menerima halc-haknya sebagal Kepala Desa
sesual peraturan perundang-undangan baik yang bersumber dari APBDes,
APBD maupun APSN,
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(5) Pegawai Negeri Sipil yang dipiiih dan/atau diangkat inenjadi Kepala Desa
capat dincikan pangkathyva dan kepailar i, Derkaia sesual serakiran
perundang-undangan.

(6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawal Negeri sipil sebagairmana

dimaksud pada avat (5) diberikan aleh instans induknya dengan cate
penilaian dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai atesennya

yang berwenang mengangkat dan mamberhentikar dalam fahatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencalonan
Pasal 27

(1) Untux pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitiz
Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lemoaga
Kemaiyarakatan dan Tokoh Masyarakat,

(2) Panitia Pemilihan sebacaimana dimaksud peda ayat (1), keanggr.taanmye
terdiri dar;

a. Ketua merangkap anggots ;

h. Wakil ketua merangkap anqggota:

c. Sekretans merangkap anggota:

d. Bendahara merangkap anggota: dan

e. Anggota-anggota yang Jumiahnya citetapkan tergan Keputusan EPD

(3} Panitia Pemilihan sebagalmana  dimaksud pada ayat (1) meieku<an
pemeriksaan identitas bal:al calon berdasar persvaratan yeng ditentukan,

rnelaksanakan pemungutan suara dan melavorizan pelzkeanaan peminhan
Kepala Desa kepada BPD,

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana cimaksud dalarn Pasai z7 ayal (1) dar
ayat (2) mempunyai tugas |

a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakai
berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

b. menerima pendaftaran dan  relakuken oemeriksazn  adnilnistes
persyaratan bakal calon untuk aitetapkan sebagai caion ;

caion kepala drsa

€. menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih;

d. mengumuinkan name-nama calon yany berliak dipilih;

8. menyelenggarakan pelaksanaan kampanye ;

f.  menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
g. melaksanakai pemilihan calon kapala desa -

menetapkan rencana biava pemilihan kepala desa ;
membuat berita acara pemilihan dan  membuat
tanggungjawaban keuvangan;

J. menyampalkan berita acara pemiiban dan melaporkan palaksanaan
pemilihat kepaca BPD ¢ dan

K. melaksanakan hal-hal yany berkaitan dengan pemiihar .pal o
sasual dengan kelealuan yana berlaky ‘

o= =

laporan par-
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(2)

(3)

(4)

(1)

F o]
g
S

(%)
(5)

-

Apabila diantara anagota Panitia Pemilihan aca yang ditetapkan sebaza
bakal calon dan/atau bernalangan, maka digantikan oleh arang lain,

Biaya Pemilihan Kepala Desa dinebankan xepada Anggaran Fendapatan
dan Belanja Desa, APBD Kabupater, dan sumbangan fain yang tidax
mengikat.

Biaya pelaksanaan pemilihan kepals desa senagaimana iy eid pads
ayat (3) diupayakan semmnimal dalem batas-batas yang wajar sesus
aengan kemampuan.

Pasal 20

Wewenang Panitia Pemilihan sebacaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) dan ayat (2) adalah melakukan pemjaringan dan pendaftaran paca

pemilih,

Tanggung jawab Panitiz bernilinan se Dagaimay a dimaksig o= Pasg 97

ayat (1) dan ayat (2) adaiah :

a. melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara lapca- dengan memake
asas jujur dan adii;

b, melaporkan hasil pemilihan kesada BPD,

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembeontulian Pemilinan
Paszal 30

Panitia Pemillhan melaksanakan Penjaringan dan penyaringan bakal calon
Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢,
ayat (1).

Hasll penjaringan sebagairnana dinfkse ayat (1) setelah dilenglapi
uengan persyaratan adrministrasi Kersugi=p
Berdasarkan hasil peayaringan seBwqaifans »%d pada ayat (2)
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuh; persyaratan ditetupkan sebagal
Calon Kepala Desa yang berhak dipilin olet panitia pemilinan.

Calon Kepala Desa yano berhak dipilit minna! 2 (Cua) orana,

Calon Kepala Desa yang berbak cipilin diumumkan kepada masyaraka,
ditempat-tempat terbu4a  sesuai dengan kondis' soucal oudave
masyarakat. :

Pasa! 31

Calon Kepala Desa yang beihak dipilih tidak dibenarkan mengundJrkan d'i.
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f]}

(2)
(3)

(4)

Bagian HKeempa®
Kanipanye

Pas=al 32

Kampanye diselenggarakan oleh Panitie emiinan caiing lama 5 {!'.“a)_
hari dengan mempertimbangkan masa fenang selama 2 (dua) hari
sabelum harl pemilinan dilaksanakan.

Kampanye harus dilakukar secara dalows, terhienciall, aman dan tertih,

Selain kampanye dialogis sebagaimana dimaksud peda ayat (2), depet
dilakukan vpemassngan foto, slcgan sesuai Jengan ketentuan yard
berlaku,

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
merupakan forum penyampaian program olefi calon Kepala Desa yeri?
akan dilaksanakan apabila yang tersangkuten lerpilih menjadi Kepala
Desa.

Fa=al 23

Kampanye dilarang .

a.
&

(1)

(2)

mempersoalkan dasar negara Pancasia dan pembukaan UUD 1945;
menghina sescorang, agama, suku, ras, golongan, calon repan
daerah/wakil kepala daergh dan/atau partai politik; :

menghasut atau rnengadu domba pa:tel politik perseorangan, dan/ntiL
kelompok masyarakat;

mengygunakan kekerasar, ancaman Kkekorusan atay  monoan! el ar
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompos Masvere i
dan/atau partai politik;

menggangou keamanan, “elentrarnan dan ketertiban umun;

mengancam can mergorjdrkan penggunaan kekerasan urtuk mengamu
alih kekuasaan darl pemerintahan yang sah;

merusak dan/atau menghllangkan alat oaraga kampanye pasangan colcl
lain;

menrggunakan fasilitas aan anggaran wemerintah dan pemerintah dacran
menggunakan tempat ibadah den tempat pendidikan; dan

melakukan pawal atau arak-arakar yang d.lekukan agenga. o, dan
dan/atau dengan kendarann di falan raya,

Pasal 34

Ketua Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat Perilin:
Calon Kapala Desa, menetapkan tanda gambar yang memuat foto hita
putih darl calon yang berhak dipillh dituangkan dalam Berita Acara.

Foto hitam putily sebagaimana dmaksud pada ayat (i) Jdlletalka
ditengah kolom / oaris sagi empat aan dibawah gambar foto i €717
Kepala Desa disediaican kelom vang berisi nama calon Kepala Desa. ‘
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Yan

Iepala Desa dipilin langsung olen Pencuduk Jesa darl calun yang
memenuhi syarat,

Pemilihan Kepala Cesa oersifat langsung, unium, Lebas, rahasig, Jupur
dan adil.

Pemilihan Kepala Desa Cilaksanakan melaiui tahap pencalonen can
pemilihan.

G dapat memilih calon Kepaly Desa adalah pencuduk Dasa Warga Neoary

Republik Indunesia dengan syarat :

.

(1)

{2)

(1)

(2)
(3)

terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secarz sah sekurang-
kurangnya 6 {enam) bulan perturut-turut;

sudah mencapai 1isia |7 (tuiuh belas) tahun pada saat pendaftaran

dan/atau sudah pernah Kawin; dan

tdak dicabut hak pilihnya berdasarian Putusan Pengadiian yang telun
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang
mendapatkan dukurigan suzara terbanyak.

Calon Kepala Dess terpllih - sebagaimana dimaksud paclz cyat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Pedty aesa
Femilihan dari Panitia Pernilihan dan disahkan oleh Bupali aenygan

menerbitkan Kepulusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepals Desa
terpilih.

29ian Kelima
Pelaksanaan Pemilihan
Fasal 38

BPD memberitahukan Kerada Kepala Cesa MEngenal akan bersiyipme,
masa jabatan Kepala Dess secara tertuis paling lama 6 (enam; buar
sebelum berakhir masa jabatan,

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perakhir masa jabatan Kepala Dass

menyampalkan pertanggungjawaban akhir masa jaoatan kepada Bupat,

Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan iKepala Cesa,
BPD segera mempioses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Ca[ﬂl"l HPHRLF! Mhme= & Ay ooy e el e
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(1)

(1)

(3)

(4)

(6

fannl 40

Paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan kepale Dewy,
Panitia Pemiiihan Kepaa Desa memnberitaliukan kepada penduduk dos:
yang berhak memilih dan mengumumkan i tempat-tempat yang terhulis

dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemiiaan
Kepala Desa.

Pengumuman diakukan secara lisan donfatau tulisan yang memusat
tentang waktu dan tempat akan diadakan repat Pemilihan calon Kepaz
Desa.

Pemilihan Kepala Dusa dilaksanaken dziam rapat Pemilihan kepala Dusa
yang dipimpin cleh Ketua Panitia Pemiliban dengan dihadiui olzh pating

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumiah selurul pemilih yang talal disatikz
cleh Ketua Panitia pemiilihan.

Peaentuan jumiah ousrum sebacaimans vang dimalsud pada avat |
dapat ditentukan pada saat pembukaan repat pemilihan cogn i
Desa etou pada saal penghitungun sugra akan dimulai. Anabile Jumisl
pernilih bewum moncapal quordm, Pimpinen Papat r‘rﬂnund: Kt
Pemilihan dalam waktu ealing oma 1 (sate) jam. dengan kot
guoruin tetap 2/3 (cug 2ertica) darl Justiah penilib,

#

Rl

Apablla sampai Datas penundaan sebegaimana dimaksud pada ayal
quorum belum tercapai, pelaksasazn repat pemilinan calor, Kepala Door
ditunda oleh pimpinen rapat selambat-lambatnya dalam 3 (tga) e
dengan guorum ¥z (setendah) juinleh permiiih atambah 1 (satu).
Periundaan wazlklty |apat remiithan calan <epale Desa sabaciic aio
dimaksud pada ayac (3) diumurmkan awiam forurd rapas Ty raippmafes
rapat dan ditvangkan datam berita acara 22nundaan periihan

Apabila penundaan waklu rapat per nliEn Repufa Cesa, guorum: eias
belum tercapai maka rapal dimvatasan batel dangan Berity o
Pembatalan Pemiiihan,

Apabila panundaan viaklu rapal ceraihan Kopsla Dusa dittyaiakor el
dan masa jabatan Kepeia Desa teloh Berskile atau habis, maka uana!
diangkat penjabat Kepaia Desa sosunl katentuan dalam Pareturan Oies
ini .

Bangl 42

Pelaksanaan Pemilinan Calon Kepale Desa diakuian melalui pemberian sual
dengan ketentuan :

el

pemberian suara dilakukan dengen cara mencoblos tandas gambar zilos
yang berhak d|‘p[1|h dalem Dbilii suara yang disadiakan oleh Paniis
Pemilihan; |
seorang pemilih hanva memberikan suaranya ikepada L (satu) orarg <aion
vang berhak dipilih;

T |« o T ey e e L A o [ o e L K S T T I 1 T T
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d.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

. 18 -

pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada har, tanggal vah Le i
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan |

Pasal 43

Untuk keiancaran pelaksanaan pemilihan caion Kepala Desa vang berhal:
dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan

d.  papan tulis yang memuat nama-nama calon vang bernaledipilih;

b. kartu svara yang inemuat tanda gambar/foto calon vy but!
dipilih dan bagian bawahiya ditandatangani lartu suara yang san

C. sebuah kotak suzra atau lebilt berikut kuncinya disesuaikan denoen
kebutuhan;

bilik suara atau tempat khusus untulk pelaksanaan pemberian suara;
alat dan alas pencoblos di dalam bilik suara ; dan

f. bagi pemilih yang sakit atau cacat, dzlam mernberikan suaranya
dibantu oleh panitia.

Bentuk dan mode! serta ukuran Farty Suara, kotak suara, bilik suara, ala:
pencobies dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pei i .,

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum PRIBLSHENSIN pATUNgULan Suare.
Ketua Panitia Pemilian sudah harus menyampaikan suret undangan
kepada para pemilih vang momuat kapan dan dimana pemilis
menggunakan hak pilihnya.

Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut Sesugi
nomor urut daftar pemilih maupun daftar peinilit tambahan y. g a0dak
disahkan. \

Untuk membuktikan salinya surat undlangan vang dibawa pemilin, panitls
pemiliihan mencncokkan nama vang dersangiutan dengan Kariu Tonds
Penduduk (ITP) atau bukti identitas didl.

Fazal 45

*Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia
Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan tritan daftar had.

Setelah menerima . kartu suara, pemilih memeriksa atau menelitl 1an
apabila kartu suara cacat atau rusak, nemilih berhak meminta kartu suara
yang baru sctelah meryerahkan kembali kartu suara yang cocat atay
rusak kepada Panitia Pemilihan,

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Fanitia Pemilihan membilka
kotak suara dan memperlinatican kepada pata pemilih yang hadic bahwa
kotak suara dalam keadaan kosong serta menutuprya kemball, mengunc
dan menyegel dengan menggunakan kertas vang dibubuhi Cap atau
Stempe! Panitia Femilihan,

y
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(1

(2

)
)

(3)

(1)

(2)

(1)

2)

.

(4

)

A

Q.

Pasat 46

Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam  Bilik  Suara dengan
manggunakan alat yang tefah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah
menggunakan hak pilihnya.

Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam
kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 47

Pada susat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan
berkewajiban untuk menjamin peleksanaan pemungutan suara berjalan
dengan lancar, tertib, aman dan terawur.

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, purs calon yang berhalk dipilih
narus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti
pelaksanaan pemungutan suara.

Panitia Pemilihan menjaga eqar setiap orang yang berhak memilih hanya
memberikan 1 (satu) suara dan menolak  pemberian o Jan
diwakilkan dengan alasan apapun,

Pasal 40

Setalah semua pemilih menggunakan hak pliihinya untuk memberikan
suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang
berhak dipllih agar manugaskan/menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk
menjadi saksl dalam setiap papan penghitungan suara.

Penunjukan saksl oleh para caloni yang perhak dipllih, dliali@an secara
tertulis dengan menggtinakan formulir yang disediakan cleh Panitia
Pemillinan.

Pasal 49

Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara
yang masuk, setelah saksi-saksi hagir.

Setlap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk menagetahui kartu
suara yang diberikan kepada celon yang berhak dipilih.

Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih
yang rnendapat suara rarsebut dan. mencatatnya di papan tulis yang
ditempatkan sedemikian ruba sehinaga dapat dilihat dengan jelas oleh
semua pemilip yang hadir.

Pembacaan Kartu suara oleh Panifia pamilihan dibacakan secara tegas

dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh
calon yang berhak dipiiih dihadapan seluruh pemilih yang hadir .

- y
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(1) Kartu suara gianggap tidek sah 2pabiia
a.  tidak sesuai denoan karte suara vang telih dientulan;
tidak terdapat wandatangan Ketua Panitia Pemilinan.pada kary s,
T ditandatangam eway memuat tends faNgan  yang  menunjuidg
identitas pemifin;
- memberikan suara untuk lebin das 1 (satuj colcn vang tiorhak diniii e
€. menentukan calon lain selain yang berhak dipiiin; B
f.  mencoblos tidak tepat pada kotak tanda cambar vang mamuat fem
Calon Kepala Desi; dan/itau
g. mencoblos karty stara tidak dengan alet vang telan diserlinken
Panitia Pemiiikai, :
(2) Alasan-alasan Yang anenyeoahken Rartu soas bdak saf, divesiumtog

kepada pemilih pada saat ity e,

&

Raaian Xeennm
Puelaksinaan PFenghitungan Suara

fasal 81

(1) Setelah penghitungan  suara  selesai.  Panita Pemilifian  menyussn,
menandatangani can pemhacakan Parite Acara Pomilihan peca han dan
tanggal itw juga.

{(2) Berita Acara Pemiiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g
ditandatangan! oleh Calon yang berhak dipllin atau sake; vang telal
ditunjuk eleh calon yang berhai dipilin dan oleh Ketua Panitia Pemilihan,

(3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau
menandatangani Berita Acara Pemilihar, afau tercapat calon yang berhak
dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan seb: ! oo Aranes
penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitiu Pemillhan berhak wnik
meneruskan penghitungar  suara can menyatakan balywa s
penghitungan suara disnagap =ah can dituangkan calam Barjta A ara

(4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum RNgumumkan calon lerpilin Cienmil
memberikan kesempatin kepadi BRD u stk memberikan  penitsion
pelaksanaan pemilihan,

(3) Ketua Panitiz pemilihan menguriuingan hasil pemnilhan caion YiEang berhil
“dipilih dan menyatakan sahnya pesiliian ealen c2rollin.

Pang 52

(1) Apabila terdapat |ebis dani 1 (Sau) oreng calon Yang derls dipiily
mendapat jurnlaly dukurigan suara ierbanvak dengan jumlal Vang sama,
maka diadakan pemilihan uiang hanva unluk caiori-calon yano berhak
dipilih aengan perolshan jumiaiy dukungsn suars terbanyal danann
jumlah yang sama,

(2) Pemilihan ulang sebagaimige QIBRsic pote avab (1) theluanos o ‘
dalam satu Jali PRI TR ol Ay g o N i
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(3) Balam hal pemilihan ulang sebagaimana dimalksud pada ayat (2) hasilnya -
tetap sama, maka pemilinan dinvatakan batal yang dituangkan dalam
berita pemilihan.

Bagian Ketujuh
Pengesahan, Penganglkatan Dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 53

-

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilin  adalah Calon  yang
mendapatkan dukungan suarg terbanyalk.

(2) Panitla Pemilitan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan ko ath desa
kepada BPD.

(3) Calon Kepala Desa terpilih - sebagaimana  dinaxsud pada  ayal (2)
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan becita acara
pemilihan darl Paritia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalyj
- Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilif,

(5) Bupati  menerbitkan Keputusan  Bupat tentang  pengesahan,
pengangkatan Kepala Desa terpilit. paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemllihan dari oD,

Pasal 54

(1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati,
maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantilr oleh Bupati,

(2) Pada saat pelantikan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
yang bersangkutan bersumpah rnenurut agamanya atau berjanl dengan
bersungguh-sungguh di hadapan Bupat| can/atau Pefabat yang ditunjuk
untuk itu, dihadapan para anggota BPD dan pemulka masyarakat l[ainnya
dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pazal 55

(1) Sebelum memangku jabatannva, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji
dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat 1ain yang diti'njuk,

(2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud pada ayat (1)
2dalah sebagai berikut :

"Oeml Allah (Tuhan), sayva bersumpaly/berfantl,  bahws 5aya  skan

memenuli kewajiban saya selaky Kepala Desa cengan sebu-baor e,
Sejujur-jujurnya dan seadi-aditn V.
Balhwa sava akan;: selalu tast dalsm mengamalkan dan mempertahanian
Pancasila sebagal dasar negara, dan batwa saya skan menegaikkan
kehidupan demofkrasi dan Undang-Undana Dasar 1945 sebagai konstitus/
negara serta segala peraturan perunding-undangan yang beriaku bag/
Desa, Daeral) dan Negara Kesatuan Republiik fndonesia,
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Pasal 56

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (eram) tahun Lerhitung sejak tanggal
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1. (satu) kali masa
jabatan.

Pasal 57

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jofuh pada harl libur, maka
pelantikan dilaksanakan pada hari karja berikutnya.

Pasal 58

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksarakan tepat waktu karena
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang
bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan
bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap meraksanakan tugasnya selama
miasa penundaan tersebut.

' BAB IX
RADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Partama
Kedudukan dan Ieanggetaan
Pasal 59

BPD berkecludukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan r~aa.

Pasal GO

(1) 'Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan Cara musyawarah dan

mufakat. .

(2) Anggota BPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl Ketua
Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesl, pemuka agama dan
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Masa jabatan anggota BPD adalah € (enam) tahun ternituny sejak
tanggal pergsmian dan dapat diangkat/diusuikan untuk diangkat kemball
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

o
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Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 61

2
L9
4

BPD  berfungsi menetapkan peraturan  desa cersama  Kepala [
menampung dan menyalurkan aspirasi masvarakat.

Bagian Ketiga
Tuges dan Wewenarg
Pasal 62

BPD mempunyai wewenang :

. membahas rancangan peraturan desa bersama denean Kepala Dow.

b. melaksanakan PENgawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan Kepala Desa;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

€. menggali, menampuny, menghimpun, merumuskar dan menyalurkan
aspirasl masyarakat; dan

menyusun Lata tertin BPD,

(|

T h

3agian Keempat
Halk, Kewaijiban dan Larangan
Pasal 62

BPD mempunyal hak .
a.  meminta keterangan kepeda Pemierintah Desa;

b. menyatakan pendapadt.

Pasal 64

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

a. _mengajukan rancangan peraturan desa;

b. mengajukan pertanyaan:

€. menyampaikan vsul dan pendapat;:

d. memiiih dan dipilih sebagal pimpinan: dan

€. memperoieh tunjangan.

(2) Arggota BPD mempunyai kewajiban ;

4. mengamalkan Pancasila melaksanzkan Jrdang-Undang ;
Negara Republik Indonesia Tahur 1945 dan mentaat| segala
peraturan perundang-undangan;

= b. melaksanakan kehidupan  demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa;

¢ mempertahankan ‘dan memelihara hukym nasional serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Irdonesia 2


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- A 2

d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

€. memproses pemilihan Kepala Desa;

f.  mendahulukan kepentingan umum diatas  kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan; .

9. menghormati nilai-nilal sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan

h. menjaga norma dan etika dalarn hubungan kerja dengan. lembaga
kemasyarakatan,

Pasal 65

(1) Pimpinan dan Anggola BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatazn
sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa,

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
d. sebagai pelaksana proyek desa;

b. membuat Keputusan yang secara kKhusus memberikan keuntungan
bagi diri sendiri, anggota keluarga, Kroni, golongan tertentu:

€. meruglkan kepentingan umum, merasaihkan sekelompok masyarakat
dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat
lain;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yano dapat mempengaruhi Keputusan
atau tindakan yang alan dilakukannya: atay

2. menyalahgunakan Wewenang dan Mmelanggar sumpah/janfl jabalan,

Pasal 66

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumiah ganjil, paling sedikit § (lima)
arang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas
wilayah, jumlah penduclule clan kemampuan keuanqan dasa.

Pasal 67

Jumiah anggota BPD ditentukan berdasarkan Jumlah penduduk desa yang
bersangkutan, dengan ketentuan -
a.  Jumlah penduduk desa Sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
b. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota;
€. 3.001 sampal dengan 4.000 Jiwa, 9 orang anggota:
d. Lebih dari 4.000 Jwa, 11 orang anagota,
: Pasal 65

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusai Bupaty,
(2) Anggota BPD sebelum memangku Jabatannya menqguca pkan sumpahy/jang
secara bersama-sama dihadapan masyarakal dan dipandu oleh Bupat|,

(3) Tata cara pengucapan surnpah/janji ancgola BPD sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) ditetapkan nleh Bupati.

4
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(1)
(2)

(3)
(4)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian dlelima
Pimpinan
Pasal 69

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketus, 1 (satu) orang Wakil
Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

Pimpinan BPD sebagairmnana dimaksud Pada ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota BPD secara larigsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara
khusus,

Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota
tartua dan dibantu oleh anggota termuda.

Peresmian Pimpinan 8PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 70

Pimpinan dan Andgota BPD menerima funjangan  sesuai dengan
kemampuan keuangan desa,

Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam
Rapat
Pasal 71

Untuk keglatan BPD disediakan hlaya operaslonal sesual kemampuan
keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BRD.

Biaya sebagaimana dimaksuc! pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun
dalam APRB. Desa,

Pasa! 72

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dinyatakan sah apabila
dihadirl oleh sekurang-kurangnya ' \setengah) derl jumlah anggota BPD
dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Daiam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apablla dihadirl olek
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) darl jumlah anggota BPD dan
Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya v
(setengah) ditambah 1 (satu) dari jumiah angaota 38PD vang hacl

Hasll rapat BPD ditetaplkan dergan Keputusan BPD dan dilengkapl dengan
notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris 3pPD,

4
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dagian Ketujuh
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasai 73

(1) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak calon kepala desa yard merasa

(2)

(3)

: '4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(3)

dirugikan dalam pelaksanaan Pilkades kefada Panitia Pilkades,
Pengaduan sebagaimana dimaksud paca ayet (1) disertal bukti-buks
lengkap disampaikan paling lambat 1 (satu) jam setelah penghitungan
suara dinyatakan selesai.

Panitia Pilkades segera mengambil iangkah-langkah penyelesaian dalam
waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.

Pulusan Panitia Pilkados bersifat final.

B2gian Kedelapan
Sanksi Pelanggaran
Pasal 74

Pelénggaran terhacdap pelaksanaan pemilihan  kepala desa dapat
dikenakan sanksi berupa penghitungan ulang surat suara,

Penghitungan ulang surat suars bersifal menglkat bagl plhak-pis=l: ealan
kepala desa.

Bagian Kesembilan
Mekanisme Penetapan Anggota
Pasal 75

2 (tlga) bulan sebelum berzkhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa
membentuk  Panltia  Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Panitla Pembentukan BPD sebagalmana dimaksud paca ayat (1) terdir|
darl Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesual
dengan Kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari -

a. 1 (satu) orang Ketua merargkap anggota:

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

C 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

d. 4 (empat) orang Anggota.

Penentuan Ietua, Wakil Ketua can Sekretaris sabagaimana dimaksud
pada ayat (2) dipllit dari dan oleh anggota Panitia Pembentulcan BPD,
Pimpinan Rapat untuk sementara dipimpin aleh anggota Leilua dan
didampingi oieh anggota termuda.

Apablla dari Panitia Pembentukan BPD ada yang dicalonkan menjadi
anggota BPD atau berhazlangan, maka digantikan dad unsur yang sama
vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
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Pasal 76

(1) Panitia Pembentukan 8pp mermnpunyai tugas:
a. menentukan waktu dan tempat rapat;
b, mengajukan rencana biaya pembeniukan BFD;

C. melaksanakan pendafiaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota
. BPD;

d. melaksanakan Proses musyawarah;

€ menetapkan hasil musyawarah; dan -

f.  membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.

(2) Panitia Pembentukan BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 77

(1) Calon anggota BPD terdiri darl Ketua Rukun Warga, pemangku adat,
pemuka agama, goiongan profesi dan tokoh atau pemuka masyarakat
lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Calon anggota BPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diajukan dar|
masing-masing Dusun kepada Panitia Pembentukan BpD,

(3) Panitia Pembentukan BPD melakukan pendaftaran dan menyeleks|
Persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesua| dengan
persyaratan.

(4) Hasll pendaftaran dan seleks| sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

diusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan sebagai calon anggota BPD,

Pasal 7

Yang dapat menjadi anggota BPD mlalam
Indonesia dengan syarat :

a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;

b.  setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

C. tidak pernah terlibat langsung atan tidak langsung dalam keglatan yarg
9 mengkhlanati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Ikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan atau yang sederajat ;

e berumur sekurang-ku
berkelakuan baik, jujur dan adil -

tidak pernah dihukum penjara karena melalwkan tinaak pidana :

i Sl e .

esa Waroa MNegara

nya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-8 -

. terdaftar secara sah sebagal warga desa setempat;

m. bertempat tinggal di desa hersangkutan sekurarg-kurangnya ! (satu)
tahun berturut-turut;

n. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Dosa; dan
belum pernah diangkat sebagai anagota BPD 2 (dua) kali masa .

Bagian lesepuliuh
pPeresmian dan Pengulkuhan Anggota BPD
Pasal 79

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

(1) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 anggota BPD diresmikan oleh Bupati.

(2) Pada saat peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD
mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat.

Pasal B1

(1) Fengucapan sumpah atau janjl dalam peresmian anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dicelenggarakan di dalam
suatu upacara yang dihadiri Kepala Desa dan tokoh atau pemuka
masyarakat. .

(2) Setelah mengucapkan surmpah/jani cgan diresmikan cleh Bupatl dan/atau
Pejabat lain yang ditunjuk, - anggbte~ BPD yang telah diresmikan
menandatangani Berita Acara Peresmiaff. /%, 7.

(3) Bupati dengan pertimbangan lertentu dapat menyelor s rarakan
pengambilan sumpah/janfi dan pengukuhan angygota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaltu di pusat Pernerintahan Kabupaten atau
Kecamatan.

(4) Susunan kata-kata sumpah atau jarji yang dimaksud pacda ayat (2)
adalah sebagai berikut :

“Dem! Allah (Tuhan), saya bersumpalt/begany, bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Bsdan Permusyawaratan
Desa dengan sebalk-baiknya, sejujur-jujurnya dan sead/l-adiinya.
Bahwa saya aken selalu taat dalam mengamalkan  den
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan boliid 9ya
akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai ‘konstitusl negara serta segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku baci Dess, Paerali den Negara fresatuan
Republik Indonesic."”
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Pasal 82

(1) Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 diberi sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpin=" P
berdasarkan usulan anggota BPD melalui rapat BPD,

(3) Sanksl sebagalmana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan dalam bentuk
Tegoran Tertulis maksimal sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang walktu
masing-masing tegoran 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian BPD
Pasal 83

Anggola BPD diberhertikan dangan hcrmat karena:
a. Meninggal cunia;

Mengajukan pengunduran diri;

Tidak lagi memenuhi syarat yarg telah ditetapkarn;
Telah berakhir masa baktinya;

Pindah tempat keluar desa.

Poo0 o

Pasal 34

Anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

a. Mendapat tegoran tertulls sampal dengan 2 (tiga) kall tanpa ada
perubahan sikap dan perilaku sebagzimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (3).

b. Tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang
teiah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Melanggar norma-norma dan ketentuan vyang berlaku, hidup dan
berkembang dalarn masyarakat.

Bagian Kedua belas
4 Penggantian Anggota BPD
’ ) Pasal 85

(1) Penggantian anggota BPD dilakukan dalam ha';

a. meningoal duniz ;

b. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersanglutan ;

¢. meranokap, sebagai anggota Lembaga lain arau menjacl  wianig <t

. Desa ; t
d. tidak aktif mclaksanakan tugas dan kewajiban berturut-turut selama
6 fenam) bulan;
e. tidak 'agi memenuhi persvaratan yang ditentukan dalam peraturan
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f. _mengundurkan diri.

(2) Pelaksanaan penggantian anggota BPD sebagaimana cimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pimpinan BPD melalui musyawarah/mufakat dengan
pemuka-pemuka masyarakat dzn segenap anggota EPD.

(3) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilakulan cleh Pimpinar, Ll
berdasarkan atas asal kewilayahan dan unsur keanggotaan BPD,

(4) Penggantian anggota pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan Sisn masa
jabatan anggota BPD yang dioantikan.

(6) Bagi anggota BPD penggantian sebagaimana dimaksud pada avat (3)
berlaku ketentuan dalam Pasal §2,

2AL X
PERATURAN DESA
Fasal E6

(1} Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa sctelah dibahas bersama
" BPD.

(2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinakan
penjabaran letih lanjut darl peraturan perundang-undangan yang lebin
tinggl dengan rnemperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat cesn
setempat.

(4, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan urnum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(5) Ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa akan diatur
dalam Peraturan Dacrah tersendirl yang berpedoman pada Peraturan

Perundanc-undangan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN
Pasal 87

&

Pemerintah Kabupaten . dan Camat wajib membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasn! B8

~ Pembinaan dan pengaﬁasan Pemerintah |<abupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 antara lain :

a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten vyang diserahkan
pengaturannya kepada desa;
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memberikan pedoman petaksanaarn Lugas pemantuas darl sabupalen

desa;

memberikan pedoman penyusunan paraturan desa dan
desa;

paraturan kepal

memberikan pedoman teknis pelaksanaan don pengembangan lembaga

kemasyarakatan;

memberikan  pedoman  penyusunan  perencanaan

partisipatif;

PEMIIINYU )

melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;

menetapkan peinbiayaan alokasi dana parimbangan untuic desa;
mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa:
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

desa dan lembaga kemasyarakaton:

memfasilitasi keberadaan kesatuan Mmasyarakal bukum adat, 1

Istiadat, lembaga adat beserta hal-hak tradisionalniya dalam pelaksanaai

pemerintahan desa;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan

lembaca kemasyarakatan;

- menetapkan pakaian dan atribut leinnya bagi Kepala Desa, Perangkat Dosy

dan BPD sesuaj dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat:

memberikan penghargaan atas prestasi  yang dllaksanakan ¢alam
penyelenggaraan pemerintahan desa dan iembega kemasyarakatan:

mamberikan sanksi atas penyimpangan vang dili:kukan oleh *

sebagaimana diatur dalam peraturen perundand-undangan; dan
melakukan upaya-upaya percepatan  atau  akseleras)

perdesaan,

Pazal 86

pembanturarn

Pembinaan dan pengawasan Camal sebagaimane dimaksud dalam Pasal &3
antara lain @

el
b
(2
d. “ memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi  dasrah

TWO "

memilasilitas penyusaian peratorar fless dun peraturan eoala ess
| | | I

memfasilitasi administrasi tava pemerintahan ey

memfasilitasi pengelolaan keuannan desa dan pencayaaunaan auor o so

diserahkan kepada desa:

Kaougeten G

memfasilitasi penerapan dan penegakan PEraiLran perundang-undanaan:
memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa clan perangiat desa; ‘
memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiti umum;
memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi  din  kewajiba IS M)

kemasyarakatanm;

memfasilitasi pembangunan partisipatif;

memfasilitasi kerjasoma antar desa dan kaiesams de
le ek =y -

\\\\

dengan ik ‘
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K. memfasiiitasi pelaksarnaar, pernberdayazn masyarakat gesa;
l.  memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan karjasame
lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan  kepada lembaga
kemasyarakatan; dan/atau
n. memfasilitasi koordinasi unit Kerja pererintahar dalam plaiplyle
lembaga kemasyarakatar.
Ban RI1E
HETENTUAN LATN-LATN
Pasai 99
Pengaturan mengenai Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Administrasi

Desa, Tata WNaskah  Dinas Dilingkungar  Pemerintahan Deag,
Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasl Badan Parmusvowaratan Desa dan
Pemerintah Desa serta tanzh kas desa ditetepkan oieh Bupati,

(1)
(2)
(3)

()

Bal WIXL
KETENTUAN PERALIMAM

Pasail &1

Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat inl masin tetap Derisl
sampai habis masa jabatannya.

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini masit Letan
menjalankan tugas sampal habis masa Jjabatannya.

Sekretarls Desa yang ada saat Ini yana bukari Pegawal Negeri Sipll secara
bertahap diangkat dan aiisl dari Pegawai Megeri Sipil yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah senclirl.

Hal-hal yany belum dlatur dalam Peraturan Daeraly ini sepanjann tidax
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap barlob

BAB X1V
: KETENTUAN PEXUTUR
Pasal! 92

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 5 Seri C), Peratur=+ Tyen
Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa (Lambaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 26 Seri C), Peraturan Dacrah
Kabtipatarn Jember Momor 20 TaRiin SO0 1 b asbe e e Srs s i st o2 e
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Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pertangqungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupater Jembor
Tahun 2002 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 93
(1) Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggai dinndangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jember, &

Cisahkan di Jember
pada tangcal 12 April - 2006

BUPATI JE/4BER,
ttd

MZA DIALAL

ndangkan di Jember
la tangga! 13 April 2006

SEKRETARIS DAERAM KABUPATEN JEMBER

itd

Drs. H. DJOEWITO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 074 249

3ARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR &

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
ANCASISTEN TATA PRAJA
i SUKEPALABAAIAN HUKUM

/i

iy R iy e
ﬂf G

NIP. §10 058 0oy
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